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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
WNOMGOR 70 Tannn 2005
TENTANG

PENDIRIAN SMIC{ NEGERI DI SLTPN 2 SURADE

[
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MECAMATAN SURADE

BUPATI SUKABUMI

Halwa  kewenangan  yang  wajil  dilalsanakan  daerah Prapans|
Kibupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nonwr
22 tahun 199Y% lentang Pemerintall Daerah meliputi antara lain
kewenangan dibidang pendidikan; bk

Halwva sabagai pelaksanaan kelentuan Fasgl 2 ayat (2) huruf b
Peraturan  Pemerintalh Nomor 25 Tahun 2000 tefah  ditetapkan
Keputusan Menteri Pamdidikan dan  Nasional Nomor 053/0/2001
tentang  Padenwst  Penyusunan  Standar Pelayanan  Minimal
Panyeleniyaraan  Porsekolalan Bidany Pendidikan  Dasar  dan
Meengal; '

balwa agar’ Lyjuan  penyelenggaraan  satuan pendidikan dapat
mencapal hasil secars  optimal, dipandang perlu imznetapkan
Pendiriian SMK Negeri i SLIPN 2 Surade Kecaimatan surade dengan
Keputusan Bupati Sukabuimi;

Unding-Undang Momor L4 Fahuag 1950 tenstany Pemormtahan Dasrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propmsi Jawa Barat:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Paermerintaly Daeraly
(Lembaran Negara  Republit  Indonesic  Talun 1599 MNoimnor
GO, Tambahan Lemlaran Megara Nomwar 3819):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan
Masional: _

Peraluran’ Pemermtahy Monor 29 Tahun 1990 lentang Fendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republiz Indonesia Tehun 1990 Normer
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
seligaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Talumn 1998 {Lembarin Negar: Republik Indonesi Mumor 37564),
Peralinan  Pemedintaln NMomor 380 Talien L9 tantanyg  Tenaga
Kepewlidikan  (Lembaran Negire Republih Indonsesia Tahun  tug2
Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republile Indonesia Momor
484} sabagaimana telah  diubal, dengan Paraturan Pemerintzh
Republik Indenesia Nomor 39 Tahun 20030;

Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indenesia Momor J455):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahus 2000 lantang Kewenangan
Painerintah  dan  Kewenangan Propinsi Sebagar Daerah  Otonom
(Lembaran Negarm Republik Tndonesia Tahun 2000 Namor 54,
Tambahan  Lembaran Negare  Republix Inddnesia Nomor 39523



e

Keputisan Mented Pendidikan MNasienal Momor. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendinan Sexelah.

(wa)

9. Peraturan Daerali Kabupaten Sukabumi Nemor 31 Tahun 2000
entang Kewenangan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
FERTAMA © Pendirian SMK Negerl di SILTPM 2 Surade Kecamatan Surade Kabupaten
Sukabinmi.
KEDUA . Segala Pembiayaah yang timhu! sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
ini dibehankan kepada APBD Kabupaten Sukabumi dan APBM serta
Sumber pembiavaan lain yang relevan,
KETIGA 1 Keputusan ini mula’ berlaku sejak tanggal ditelapkan .
Citetapkan di ; Palabuhanratu
Pada Tanggal 11 9Desember 2003
Bupati Sukabumi,
)
AN SULAEMAN
Tenbu=an;
17. Yth. Menteri Pendidikan Masional
18, ¥th. Gubernur Jawa Garal di Bandung
19 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat i Banduag
20, ¥Yth, Ketua DPRD Kab. Sukabumi di Palabiuhanraly
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BUPATI SUKABUMI
uf STy e = — - —
i Kepada ,
Yth, Dirjen Dikdasmen Depdiknas
Cq. Direktur Bikmenjur
Ji. Jenderal Sudirman
Gedung £ Lt 12 Senayan
o
‘akaria
SURAT FERNYATAAN
Nomor 421 . 5/5 28 . 0/Disd ik /2005
Sehubungan dengan pelaksanain pengembangan SMK Negt}ri pada SLTPMN 2 Surade
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi maoka koo menyatakan akan menyiapkan dana
pendamping pembangunan tersebut di bawaly ini
b o ‘ sumber [ Tahun 1 | CTahun I D Tahon T | Takon v [ Fahon v
Lt Dana | (2003) 1 A2004) 5 £2005) | (2006 L (2007
. : ‘ | ,
| 1. | Pusat KD 250.000.000 ! ! | | '
| I Pemda o 250,000,000 | Sesua | Sesuai i Sesuai
|_" iSukabunzl : ] u e | Kebutuhan | Kebutuhan | Kebutuhan

Demikian pernyataan alokas! dana yang secara bertahap akan mendampingi dana
Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan pengembangan SMK Negerl di SLTPN 2 Surade
; hecamatan Surade Kabupaten Sukaoum! : -

suksburni; 1 Desemper 2003

Mengatahui / Menyetujui,

Tang Mengeluarkan Permyatakan,
Bupati Sukabumi
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FEMERINTAH KABUPATEN SUKAEUR

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

-

NOMOR 4212 /lep. a4t ~opennt/ 2006

TENTANG
PENETAPAN KEMBAL| PENEGERIAN

SMK NEGERI 1 TEGALBULEUD, SMK NEGER] 1 GEGERBITUNG, SMK NEGERI 1
GUNUNGGURUH, SIMK NEGER! 4 SURADE DAN SMK NEGERI 1 BOJONGGENTENG
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIY AN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABLUMI

ELRPATI SUKABUmMI,

Menimbang - A bablwa dalam rangka mewujudkan mutu dan sistem pendidikan
di Kabupaten Sukabumi secara aptimal, dipandang
menetapkan kembali penegerian SMK di Kabupaten Sukabumi
yYang telah memenuhi syarat formal dan syaral material serta

menjadi sekolah yang mandiri:

b.  bahwa SMK sebagaimana dimaksud pada huruf a diat
saat ini telah memenuhi persyaratan formal maupun material
untuk menjadi sekolah mandiri dan dapat ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku

adalah SMK

Negeri 1 Tegalbuleud, SMK Negeri 1 Gegerbitung, SMK MNegeri 1
Cunungguruh, SMK Negeri 1 Surade dan SMK Megeri 4

Bojonggenteng:

€. bahwa untuk naksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b dj atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

: Bupati,

Mengingat i Undang-Undang Republik Indonesia Momor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Lingkungan Fropinsi Jawa Barat {(Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor g8 Tahun 1974
tentang Fokok-pakaok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomaor 3041);

3. Undang-Undang Republik Indénesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan Negara (Lembaran Megara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar

Momor 4286)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomear 20

an Megargs

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Republik Indanesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4 301)
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan FPerundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawah
Keuangan Negara (Lembaran Megara Republik Indeonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor G421

Undang-Undang Republik Indonesia Nemaor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Namor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indanesia Nomar 4437

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Indenesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Momor
4438);

Peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomaor 29 Tahun 1950
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Megara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
Keputusan Menteri Pendidikan MNasional Republik Indonesia
Nomor 060/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman
Pendirian Sekolah:

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi {Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomar 21 Seri DY:
Feraturan Daerah Kabupaten Sukabumi NMomor 32 Tahun 2000
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000
Momor 22 Seri D);

Feraturan Daerah Rabupaten Sukabumi Namor 15 Tahun 2002
tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumj
Tahun 2002 Nomor 5 Seri D):

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nemor 18 Tahun 2005
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A)

]



Menetapkan

FERTAMA,

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 408 Tahun 2004 tentang
Penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN .

PEMETAPAM KEMBALI PENEGERIAN SMK NEGER} 1
TEGALBULEUD, SMK NEGERI| 1 GEGERBITUNG, SMK NEGERI 1
GUNUNGGURUH, SMK NEGERI 1 SURADE DAN SMK NEGERI 1
BOJONGGENTENG Dl LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
HEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI.

Moovelaphan kombali ponegerinn SME Magari 1 Togalbualood . SME
Meger 1 Gegerbilung, SME Neger T Gununggurnuhy, SME Megeni |
Surade dan SMK Negeri 1 Bojonggenteng di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan HMabupaten Sukabumi untuk menjach
sekolah yang mandiri.

Dengan telah ditetapkannya kembali penegerian SMK sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas, maka sistem pendidikan
dan mekanisme kerja serta tenaga pendidik secara institusional yang
bersangkutan harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sistem
pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA di atas secara optimal,

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang

bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : PALABUHANRATU
pada tanggal : & [Terember 2006

SUKABUMI,



